PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 20 TAHUN 1981
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) INDONES A FARMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a bahwa Pusat Produks Farmas Departemen Kesehatan di Manggarai, Jakarta
sebaga unit pelaksana teknis di bidang produks obat perlu ditingkatkan
menjadi suatu badan pel aksana kegiatan pengadaan produk farmag;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan produks sebagaimana dimaksud pada
huruf a dapat berjalan dengan lancar dan berkembang secara wajar
berdasarkan kemampuan sendiri, dipandang perlu untuk menentukan
bentuk usaha yang sesua dengan dfat dan bidangnya yakni Perusshaan
Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9
Tahun 1969;

C. bahwa sesua dengan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 juncto
Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 pendirian suatu Perusahaan
Umum (PERUM) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan L
embaran N egaraNomor 2068);

=

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1989);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran N
egara Nomor 576);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran
Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan L embaran Negara Nomor
2580);

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40,
Tambahan L embaran N egara Nomor 2904);

7.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega
waian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
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Lembaran Negara Nomor 3041);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
UMUM (PERUM) INDONESIA FARMA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
Menteri adalah Menteri Kesehatan;
Perusahaan adal ah Perusahaan Umum Indonesia Farma;
Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Indonesia Farma;

® 2o o

Direktur Utama adal ah Direktur Utama Perusahaan Umum Indonesa
Farma

BAB II
PENETAPAN BENTUK USAHA

Pasal 2

(1) Pusat Produks Farmasi Departemen Kesehatan di Manggarai Jakarta
dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bentuk usahanya menjadi
Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud daam Pasa 2 aya
(2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dengan nama Perusahaan Umum
IndonesaFarma, disngkat PERUM INDOFARMA.

(2) Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam Pusat Produksi Farmas
Departemen Kesehatan sebagamana dimaksud daam ayat (1) dinyatakan
sebagal kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebaga modd
PERUM INDOFARMA.

(3) Penilaian kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri.

(4) Segala ha yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB |11
ANGGA RAN DASAR
Bagian Pertama
Umum
Pasal 3

(1) Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini, Perusahaan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku di Indonesa.
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Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta dan dapat
mempunya kantor cabang, kantor perwakilan aau koresponden di ddam dan di
luar negeri dengan persetujuan Menteri.
Bagian Ketiga
Tujuan dan lapangan Usaha

Pasal 5

Tujuan Perusahaan addah menydenggarakan kemanfaatan umum ddam bidang
pengadaan produk farmas dengan mengutamakan kebutuhan rakyat, sesuai
dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Pasal 6

Perusahaan berusaha ddam bidang pengadaan produk farmas ddam arti seluas-
luasnya, terutama pengadaaan produk farmas yang diperlukan oeh sarana
pelayanan kesehatan di Pusat dan di Daerah.
Bagian Keempat
Modal

Pasal 7

(1) Modal Perusahaan addah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi-bagi atas saham.

(2) Modal awa Perusahaan adalah senilai dengan seluruh kekayaan Negarayang
tertanam daam Pusat Produks Departemen Kesehatan di Manggara Jakarta
pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yang jumlahnya ditentukan
oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Menteri
Keuangan bersama-samadengan Menteri.

(3) Setigp penambahan moda perusahaan yang berasa dari kekayaan Negarayang
dipisahkan ditetgpkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut
ketentuan Peraturan Pemerintahini.

(5) Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut
ketentuan sebaga mana dimaksud ddam Pasd 24 ayat (1) huruf ¢ dan cadangan
penyusutan yang pengurusan dan penggunaannyadiatur oleh Menteri.

(6) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan Umum

Pasal 8
(1) Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Menteri.

(2) Daam rangka pd aksanaan ketentuan ayat (1), Menteri menetgpkan lebih lanjut
kewenangan Direktur Jendera sesua dengan bidang kegiatannya untuk
melakukan pembinaan teknis terhadap Perusahaan.

Pasal 9

(1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas yang Bertanggung
jawab kepadaM enteri.

(2)Dewan Pengawas terdiri dari unsur Departemen Teknis yang
berangkutan, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri,
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Departemen/ Instansi lain yang kegiatannya bersangkutan dengan
Perusahaan dan pejabat, lain yang ditunjuk oleh Menteri.

(3) Dalam hal keanggotaaan Dewan Pengawas terdiri dari lebih seorang,
salah seorang diangkat menjadi Ketua.

Bagian Keenam
Pimpinan dan Pengurusan

Pasal 10

Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direks yang terdiri dari Direktur
Utama dan para Direktur berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 11

Direktur Utama untuk dan aas nama Direkd menerima petunj uk dai dan
bertanggungjawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menj
aankan tugas pokok Perusahaan dan ha |ain yang dianggap perlu.

Pasal 12
(1) Dalam menjal ankan tugas pokok Perusahaan :
a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas namaDireksi;

b. ParaDirektur berhak dan berwenang bertindak atas namaDireks masing-
masing untuk bidangnya dan dalam batas yang ditentukan daarn
peraturan tata tertib dan tata cara menjd ankan pekerjaan Direks.

(2)Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan
pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum
diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur
Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan
berdasarkan penunjukan sementara oleh Menteri, dan apabila Direktur
tersebut tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut
dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara oleh
Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.

(3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan
pekerjaan, atau apabilajabatan Direksi terluang sepenuhnya dan belum
diangkat penggantinya atau belum memangku jabatan, maka untuk
sementara waktu pimpinan dan pengurusan Perusahaan dijalankan
oleh seorang pejabat Direksi yang ditunjuk oleh Menteri.

(4) Ggji, tunjangan, emolumen, dan penghasilan lain daripada anggota
Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
(1) Tugas pokok Direks adalah sebagai berikut

a. Memirnpin, mengurus, dan mengdola perusshaan sesua dengan tujuan
dan senantiasa berusaha meningkatkan dayaguna dan hasil-guna;

b. Menguasal, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan,

c. Mewakili Perusshaan di ddam dan di luar Pengadilan bak yang
berhubungan dengan maupun yang timbul sebaga akibat dari
pd aksanaan tugasnya sebagamana dimaksud ddam huruf adan huruf b.

(2) Tatatertib dan tatacara menjaankan pekerjaan Direks diatur dalam peraturan
yang ditetapkan oleh Direks.
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Pasal 14

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
Direks ddam menjaankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) mempunya hak dan wewenang untuk :

a. Menetapkan kebijaksanaan ddam pimpinan dan pengurusan Perusahaan,

b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan
ggi, pensun atau tunjangan hari tua dan penghadlan lain bagi para pegawa
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengena kepegawaan
Perusahaan Negara dan peraturanperaturan lainnyayang berhubungan itu;

c. Mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawa berdasarkan
peraturan kepegawai an sebagai mana diinaksud dalam huruf b;

d. Menjaankan kekuasaan Direks untuk mewakili Perusahaan di dalam dan
di luar pengadilan kepada seseorang aau bebergpa orang anggota Direks
yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut atau kepada seseorang atau
beberapa orang pepwai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, atau
kepada orang atau badan lain;

e. Menjdankan tindekan-tindakan lainnya, bak mengena pengurusan maupun
mengenal pemilikan, sesual dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh
Menteri berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 15
(1) Anggota Direksi harus Warganegara I ndonesia.

(2) AnggotaDireks harus memiliki pengetahuan, pengaaman, dan kemampuan
yang diperlukan untuk memimpin suatu Perusahaan yang bergerak dalam
bidang pengadaan produk farmas.

Pasal 16
(1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(2) Anggota Direksi diangkat untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun
dan setelah masa jabatannya berakhir, anggota yang bersangkutan
dapat diangkat kembali.

(3) Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan anggota Direks meskipun
masa jabatan sebagaimana dimaksud dadam ayat (2) belum berakhir, dalam
hal tersebut di bawahini :

a. mutas jabatan untuk kepentingan Perusahaan dan Negarg;
b. atas permintaan sendiri;

c. karena melakukan perbuatan atau skap yang merugikan Perusahaan
atau nama baik Perusahaan;

d. karena melakukan tindakan atau skap bertentangan dengan
kepentingan Negara;

e. cacat pisk atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melakukan
tugasnya;

f. meningga dunia.

(4) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
huruf ¢ atau huruf d, jika merupakan suatu pelanggaran dari
peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan
hormat.

(5) Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam
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